‘5 BUPATI MIAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 74 TAHUN 2021
i TENTANG
STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 - 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

: a. bahwa perkawinan anak akan berakibat pada kesehatan

g
on

5
o

ibu dan anak, psikologis anak, putus sekolah, terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan

rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu

perlu upaya-upaya pencegahan perkawinan anak dalam

-

rangka perlindungan anak;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, dinyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah
Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah Pencegahan
Perkawinan Anak di Kabupaten Maros Tahun 2021 - 2026.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

i Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di  Sulawesi

‘ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6401);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang
Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning
Discrimination In Respect of Employment and Occupation
(Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan
dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 3836)}

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Menjadib Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,
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Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor
4419);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
Peraturan Presiden Nomor Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);
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14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10) ;

1S. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 (entang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan
Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 234);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4
Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4);

5 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017

tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah

Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);

3 21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019
tentang Sitem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8);
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019
tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Mel;'xctapkan ¢ PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI DAERAH
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN MAROS
TAHUN 2021 - 2026.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

|

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.

2. i’emerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
i:’emerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang
‘!menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupaﬁ adalah Bupati Maros.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
’Ra.kyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi
llgewenangan daerah.

S. ;Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Maros Tahun
2021-2026 yang selanjutnya disebut STRADA Pencegahan Perkawinan
%,nak Tahun 2021-2026.

5. STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026 adalah
fangkah—langkah yang berisikan program-program indikatif untuk
Iinewujudkan cegah kawin anak.

7. )\nak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
t!'ermasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. éerkawman adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
vijranita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

J. P{erkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang
pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih
t;eru-sia anak:.

{
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10, Pencegahan Perkawinan Anak adalah pencegahan perkawinan usia anak

t (di bawah 18 tahun) termasuk seorang pria dan seorang wanita yang
 belum berumur 19 tahun berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentarg
-:?Pcrkawinan dan upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan,
. aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
. masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam
:-‘-'-jrangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan

3

'/ menurunkan angka perkawinan usia anak di Daerah.

i
%(j BAB I
1 MAKSUD DAN TUJUAN

! Pasal 2
(1) l’:eraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh
plllhak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan
a.'tnak dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
(2 P1hak yang Dbertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
pj‘erlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
P;emerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, dunia usaha,

" media serta anak di Kabupaten Maros.

Pasal 3

1) l%craturan Bupati ini bertujuan untuk:
a?. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak
f] anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara
' optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
bt mewujudkan peran serta pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan
pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan anak;
c! mewujudkan keluarga yang harmonis;
d.}\ meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;

mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

|
£
: g.} mencegah putus sekolah;

-h.! menurunkar: angka k>miskinan;

1 | menurunkan angka perkawinan anak;

j- | menurunkan angka kematian ibu dan bayi;

i
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k. mencegah terjadinya penyakit kanker scrviks, kanker payudara dan
stunting;

. melakukan pendampingan anak yang melakukan perkawinan anak;
dan

m. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan

| perkawinan anak.

(2) 'jI‘ujuan strategi daerah ini dapat dicapai melalui terwujudnya koordinasi
dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan
é)ercepatan pencegahan perkawinan anak.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Dokumen STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BABI PENDAHULUAN;
‘b. BABII ARAH KEBIJAKAN, PRINSIP DAN STRATEGI DAERAH
! PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK;
jc. BABIII PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN,
i KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI;
|d. BABIV KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA PENDANAAN; dan
e. BABV REKOMENDASI.
2) Dokumen STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021 - 2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
n%erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

|

BAB IV

i
|
; PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1 Pasal 5
L) Btélpati melalui Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Pe;:nberdayaan Perempuan Perlindungan Anak melakukan
pefmantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan STRADA
Pe}ncegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026.
) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

se&ap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
!
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(9) BEvaluasi sebagaimann  dimaksud  pada ayat (1) dilaksanakan
sctinp 1 (satu) tahun sekall,
(4 Pelaporan  sebagaimana dimakaud pada ayat (1) dilaksanakan

1 sctinp 1 (satu) tahun sekali,

BAB YV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

(1) Dokumen STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026
dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam 5
(ima) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

(2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan Dokumen
STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021-2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
_pada tanggal 20 September 2021

Diundangkan di Maros
pada tanggal 20 september 2021

e e
\{S/EKRETAI\US DAERAH,

g

,,,,,

~~A!'DAVIED SYAMSUDD

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR ...74
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM: FENOMENA PERKAWINAN ANAK

A. Data Kekerasan Terhadap Anak
Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi
perhatian pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian
masyarakat internasionl. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan
(Sustainable Development Goals - SDGs) Indonesia dan global,
perhatian terhadap kekerasan perempuan dituangkan secara spesifik
dalam goals ke 5 tentang kesetaraan gender, dengan target mengakhiri
segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun
dan menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum
perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan
manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi

lainnya.

Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa parah tingkat kekerasan
terhadap perempuan dan anak di suatu wilayah biasanya digunakan
ukuran prevalensi. Akan tetapi mengukur prevalensi kekerasan
tidaklah mudah. Statistik yang tersedia di berbagai lembaga sering
underestimate karena kemungkinan besar banyak kasus yang tidak
dilaporkan. Data hasil pelaporan atau pencatatan administrasi bahkan
tidak mungkin digunakan untuk mengukur prevalensi khususnya di
negara-negara berkembang, mengingat kasus kekerasan sebagian besar
mungkin tidak dilaporkan sehingga angkanya cenderung sangat
rendah. Namun demikian, hasil pencacatan administrasi tentang
kekerasan dapat digunakan untuk melihat perkembangan jumlah
kasus kekerasan dari waktu ke waktu. Data kekerasan terhadap
perempuan dan anak di laporan profil tematik ini bersumber dari

Simfoni PPA.

Perempuan dan anak sering berada pada dalam bahaya baik di dalam
rumah maupun di luar rumah. Rumah atau keluarga dimana
perempuan dan anak seharusnya merupakan tempat yang paling
arnan, bagi banyak perempuan dan anak rumah justru menjadi tempat
dimana reka menghadapi kekerasan. Di luar rumah perempuan dan
anak juga sering mendapatkan kekerasan baik kekerasan fisik maupun
seksual termasuk diskriminasi.
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Di kabupaten Maros, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak yang dilaporkan pada lembaga layanan pada tahun 2018 dan
2019 meningkat dari 42 menjadi 56 kasus. Meningkatnya jumlah
kasus yang dilaporkan ini dapat dimaknai sccara positif maupun
negative. Makna positifnya, meningkatnya jumlah kasus menunjukkan
kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus
kekerasan yang dialami perempuan dan anak meningkat.
Meningkatnya kesadaran masyarakat ini mengindikasikan keberhasilan
upaya sosialisasi tentang hak perlindungan perempuan dan anak yang
dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak. Selain itu, meningkatnya jumlah laporan kasus juga
mengindikasikan meningkatnya kualitas layanan terhadap korban,
karena jaminan penyelesaian kasus yang diberikan lembaga layanan
P2TP2A bersama jejaring layanan UPPA Polres dimungkinkan menjadi
salah satu faktor pendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan
kasus KtP/A.

Disisi lain, makna negatif dari meningkatnya jumlah kasus yang
dilaporkan menunjukkan upaya pencegahan dan deteksi dini yang
dilakukan oleh Dinas P3A masih belum menunjukkan hasil yang
maksimal. Dua makna ini seyogyanya disikapi secara positif dengan
meningkatkan upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus
KtP/A dimasa depan.

Grafik 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Yang dilaporkan di Kabupaten Maros, Tahun 2018 dan

2019

Jumlah Kasus KtP/A

2018 2019
Sumber data : Simfoni PPA

Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan, jumlah
korban KtP/A daii tahun 2018 ke tahun 2019 juga mengalami
peningkatan. Jika diiihat menurut kelompok umur, perempuan umur
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